MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 38/M-DAG/PER/6/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN
IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
ketentuan impor produk hortikultura, perlu
mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor
Produk Hortikultura;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan;

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934
(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana
telah diubah dan ditambah;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
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11.

12.

13.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 38/M-DAG/PER/6/2012

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3806);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan  Konsumen (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3253);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3867);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002
tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4196);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 38/M-DAG/PER/6/2012

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005
tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4498);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar
Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor S9/P Tahun 2011,

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011;



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 38/M-DAG/PER/6/2012

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
37/Kpts/HK.060/1/2006  tentang  Persyaratan
Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk
Pemasukan Buah-buahan dan/atau Sayuran Buah
Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
15/Permentan/OT.140/3/2012;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
18/Permentan/0OT.140/2/2008 tentang Persyaratan
Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk
Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran
Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2012;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
12/Permentan/0T.140/2/2009 tentang Persyaratan
dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan
Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke Dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
54 /M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum
di Bidang Impor;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
24 /M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo

Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan
Pangan Dari Plastik;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan
Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun
2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam
Keadaan Terbungkus;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang
Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap

Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal
Tumbuhan;



Menetapkan

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor: 38/M-DAG/PER/6/2012

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka
Pengenal Importir (API);

32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor
Produk Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK
HORTIKULTURA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Menter:
Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang
Ketentuan Impor Produk Hortikultura diubah sebagai
berikut:

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
28 September 2012 dan akan dievaluasi secara periodik.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Menteri ini  dengan
penempatannya dalam  Berita Negara  Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Salinan sesuai dengan aslinya Ttd.
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan GITA IRAWAN WIRJAWAN
Kepalg Biro Hukum,

LASMININGSIH



